
 

 

SKRIPSI 

PENDAFTARAN TANAH ULAYAT KAUM MELALUI PROGRAM 

PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI NAGARI 

MANINJAU KABUPATEN AGAM 

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum                

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas 

 

Oleh : 

Maisarah Maulida Hasanah 

(2110112112) 

 

Program Kekhususan : Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam (PK VIII) 

 

Pembimbing: 

Dr. Hengki Andora, S.H., L.L.M. 

Titin Fatimah, S.H., M.H. 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 

2025 

No.Reg : 03/PK-VIII/III/2025 



 

 

ABSTRAK 

 

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan 

pemerintah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas kepemilikan 

tanah, termasuk tanah ulayat kaum. Namun implementasi program ini di Nagari 

Maninjau, Kabupaten Agam, masih menghadapi berbagai permasalahan hukum 

dan administratif. Adapun tujuan penelitian ini terbagi dalam tiga rumusan 

masalah yakni; pertama, bagaimana proses penetapan nagari Maninjau sebagai 

lokasi PTSL ? kedua, bagaimana proses pembuatan alas hak sebagai dasar 

pendaftaran tanah ulayat kaum di nagari Maninjau? Ketiga, bagaimana proses 

Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum di Kantor Pertanahan Agam. Metode penelitian 

yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data 

diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, pemangku adat, serta pejabat 

Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan 

studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti 

Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Menteri ATR/BPN No. 6 Tahun 2018 

tentang PTSL, serta hukum adat Minangkabau. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa proses pendaftaran tanah ulayat kaum di Nagari Maninjau masih 

mengalami kendala, terutama dalam aspek administrasi dan persyaratan hukum. 

Kesulitan dalam memperoleh persetujuan seluruh anggota kaum, ketidaksesuaian 

antara hukum agraria dan hukum adat Minangkabau, serta kekhawatiran 

pemangku adat terhadap perubahan status tanah ulayat menjadi hak milik 

merupakan beberapa faktor utama yang menghambat efektivitas program ini. 

Selain itu, keterbatasan sumber daya di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam juga 

berdampak pada lambatnya penyelesaian sertifikasi tanah ulayat kaum. Dengan 

demikian, diperlukan upaya harmonisasi antara hukum agraria nasional dan 

hukum adat Minangkabau agar tanah ulayat kaum dapat terdaftar tanpa 

menghilangkan karakteristik komunalnya. Selain itu, diperlukan kebijakan teknis 

yang lebih fleksibel dalam pelaksanaan PTSL agar tidak bertentangan dengan 

prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku di Sumatera Barat. 
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